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Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan salah satu tindak pidana yang masih marak terjadi. Pada
tahun 2023 periode Januari-Juni penyalahgunaan narkotika mencapai hingga 19.401 kasus. Berbagai upaya
telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi persebaran narkotika. Salah satunya adalah dengan
rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan perawatan yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan serta pengobatan
kepada penyalahguna narkotika agar dapat pulih seperti sebelum mengonsumsi narkotika. Pelaksanaan
rehabiliatsi merupakan perawatan yang dilakukan tanpa memberikan hukuman pidana kepada penyalahguna
narkotika. Namun meskipun program rehabilitasi tersebut dilakukan, masih banyak residivis penyalahguna
narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan rehabilitasi yang ada sudah sesuai
dengan stardart yang ada atau belum berdasarkan fakta dilapangan yang dikaji melalui penelitian yang bersifat
yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat. Hasil penelitian
menemukan fakta bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Surabaya sudah sesuai dengan
stardart maupun pengaturan hukum yang mengatur, namun adanya residivis yang ada dikarenakan oleh faktor-
faktor internal yang berasal dari klien atau penyalahguna itu sendiri. Pemerintah diharapkan kedepannya
makin gencar melakukan sosialisasi terkait bahaya narkotika serta pentingnya rehabilitasi bagi
penyalahgunaan narkotika agar bisa menambah wawasan masyarakat.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Implementasi.

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia is a crime that is still widespread. In 2023, in the January-June period,
narcotics abuse will reach 19,401 cases. The government has made various efforts to overcome the
circulation of narcotics. One way is through rehabilitation. Rehabilitation is care carried out by the
government for the recovery and treatment of narcotics abusers so that they can recover as before consuming
narcotics. Rehabilitation is treatment that is carried out without imposing criminal sanctions on narcotics
abusers. However, even though the rehabilitation program is carried out, there are still many recidivists who
abuse narcotics. This research aims to analyze whether the existing rehabilitation implementation is in
accordance with existing standards or not based on facts in the field which were researched through
empirical juridical research to find out how the law works in society. The results of the research found that
the implementation of rehabilitation at the Surabaya City BNN was in accordance with statutory standards
and regulations, however, recidivism was caused by internal factors originating from the clients or
perpetrators themselves. In the future, it is hoped that the government will be more aggressive in conducting
outreach regarding the dangers of narcotics and the importance of rehabilitation for narcotics abusers in
order to broaden people's knowledge.
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PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang mengkhawatirkan
di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang masih
tinggi dari tahun ke tahun. Data yang diambil dari goodstats menyatakan bahwa pada tahun 2023
periode januari-juni 2023 kasus narkotika yang terjadi di Indonesia terdapat 19.401 kasus.
Narkotika atau narkoba merupakan zat-zat (obat) baik dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengurangi penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan
ketergantungan.

Kebanyakan pecandu dan penyalahguna narkotika adalah generasi muda yang ingin coba-coba
atau sedang dalam permasalahan tertentu. Hal ini tentunya akan berpengaruh dan menghambat
proses kemajuan negara Indonesia kedepannya. Oleh karena itu Indonesia memerlukan upaya untuk
memberantas penyalahgunaan narkotika. Persebaran penyalahgunaan narkotika yang merajalela
merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dan semua elemen masyarakat. Berbagai
kebijakan baru yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan
memberantas narkotika begitupun regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, salah satunya
adalah pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika.

Secara umum, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah salah satu upaya pemerintah untuk
melakukan pemulihan dan perawatan atau pengobatan kepada pecandu narkotika dengan tujuan
pecandu dapat melakukan aktivitas fungsionalnya secara normal dan wajar tanpa adanya suatu
hukuman atau denda tertentu. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib
menjalani rehabillitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Rehabilitasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam
pelaksanaan rehabilitasi medis nantinya juga akan dibagi lagi ke dalam 2 macam yaitu rehabilitasi
rawat jalan dan juga rawat inap. Pelaksanaan rehabilitasi biasanya dilaksanakan di BNN (Badan
Narkotika Nasional), rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi tertentu. Salah satu penyedia program
rehabilitasi adalah Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Program rehabilitasi di Badan
Narkotika Nasional Kota Surabaya terdapat dua jenis yaitu rehabilitasi rawat inap dan juga
rehabilitasi rawat jalan. Terkait pelaksanaannya perawatan rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan
di badan narkotika Nasional Kota Surabaya sedangkan Pelaksanaan rehabilitasi rawat inap
dilaksanakan di yayasan rehabilitasi atau lembaga medis yang sudah bekerjasama dengan Badan
Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Meskipun telah tersedia program rehabilitasi khususnya rehabilitasi rawat jalan yang
diperuntukkan untuk para pecandu atau penyalahguna narkotika yang ada di Badan Narkotika
Nasional Kota Surabaya, masih terdapat beberapa kasus orang yang tertangkap kembali melakukan
penyalahgunaan narkotika. dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota
Surabaya. Jadi penulis tertarik untuk mengkaji apakah pelaksanaan program rehabilitasi rawat jalan
yang ada di Badan narkotika Nasional Kota Surabaya telah sesuai atau belum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris adalah penelitian yang berupaya melihat suatu hukum dalam sudut pandang yang
nyata serta melihat secara langsung cara kerja hukum di masyarakat. Berdasarkan sifatnya,
penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan
gambaran realistis yang terjadi yaitu tredapat perbedaan antara hukum yang seharusmya (das sollen)
dengan hukum yang berlaku (das sein). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
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Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu
peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan sebuah isu hukum yang akan diteliti.
Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji sebuah kasus
tertentu yang berkaitan dengan sebuah isu hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang
didapat dari wawancara dengan pihak terkait dan observasi terhadap isu hukum yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkotika (Studi Badan Narkotika
Nasional Kota Surabaya)

Seorang korban penyalahguna narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi untuk kembali pulih
kedalam keadaan seperti sebelum mengonsumsi narkotika. Seseorang yang telah menyalahgunakan
narkotika wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau
Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Baik itu pecandu, korban ataupun penyalahguna narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi.
Pelaksanaan rehabilitasi sendiri dapat dilakukan di Badan Narkotika Nasional, Lembaga rehabilitasi,
Klinik yang meneyediakan fasilitas rehabilitas, rumah sakit maupun lapas (bagi orang yang terlibat
jual beli narkotika). Pelaksanaan Penerimaan Pasien Rehabilitasi Narkotika yang ada di Badan
narkotika Nasional Kota Surabaya ini mempunyai mekanisme pelaksanaannya sendiri yang
dilakukan sesuai dengan standart yang ada. Mekasnisme pelaksanaan tersebut diantaranya adalah:

1) Identifikasi Sumber Klien

Tahapan yang pertama dalam alur pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di Badan Narkotika
Nasional Kota Surabaya adalah sumber darimana klien tersebut berasal. Sumber Kklien
diklasifikasikan kedalam 3 sumber yaitu dari keluarga, masyarakat serta penegak hukum. Klasifikasi
sumber klien ini diatur sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun
2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi.

2) Pecandu, Korban Penaylahguna atau Penyalahguna Narkotika

Tahapan yang kedua dalam prosedur pelaksanaan rehabilitasi yang selanjutnya adalah
menentukan status seseorang. Apakah klien termasuk termasuk dalam Kkategori korban
penyalahguna, penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika. Lalu korban penyalahguna orang
yang tidak sengaja menggunakan narkotika, biasanya korban penyalahguna ini dijebak atau dipaksa
menggunakan nnarkotika oleh seseorang. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang
tanpa hak atau melawan hukum. Jadi orang tersebut dalam keadaan sadar mengonsumsi narkotika
namun masih belum dalam tahap kecanduan.

3) Skrining

Skrining merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang untuk mengetahui riwayat
penggunaan narkotikanya. Proses ini merupakan proses deteksi awal penyalahgunaan narkotika pada
klien. Dalam proses ini juga akan dipastikan hasil positif tes urine yang ada benar-benar karena
penyalahgunaan narkotika dan bukan dari kandungan obat tertentu.

Di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya skrinning ini dilakukan dengan menggunakan
kuisioner Alcohol Smooking Subtance Involvement Screening Test atau yang selanjutnya disebut
(ASSIST). ASSIST merupakan alat skrining untuk mengindentifikasi ada tidaknya pengguanaan zat
narkotika, jeniz zat, tingkat resiko penyalahgunaan zat serta memberikan informasi penyakit yang
dapat terjadi akibat penggunaan zat tersebut.

4) Asesmen

Asesmen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis
dan menginterpretasi data atau informasi tentang klien rehabilitasi dengan tujuan untuk memahami
kondisi klien dari segi kesehatan maupun yang lainnya. Proses assesmen yang dilakukan di BNN
Kota Surabaya adalah untuk memberikan hasil pertimbangan apakah klien tersebut layak untuk di
rehabilitasi atau tidak.
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5) Rencana Terapi

Rencana terapi yang dilakukan adalah berdasarkan rekomendasi yang dilakukan oleh tim
Asesor maupun Tim Asesmen Terpadu. Jika hasil rekomendasi menunjukkan seseorang berada
dalam kategori ringan maka terapi yang dijalani adalah rehabilitasi rawat jalan yang terdapat di
Klinik Pratama BNN Kota Surabaya. Kategori yang terakhir adalah kategori seadang berat. Kategori
berat akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Badan Narkotika Nasional Kota
Surabaya akan merujuk pasien ke Instansi yang memiliki kerjasama dengan BNN Kota Surabaya,
baik Rumah Sakit maupun Lembaga Rehabilitasi.

a. Rehabilitasi rawat jalan: Rehabilitasi rawat jalan merupakan pelaksanaan rehabilitasi yang
tidak mengharuskan seseorang rawat inap di lembaga rehabilitasi tertentu. Jadi klien tetap bisa
pulang dan melaksanakan rehabilitasi dengan datang ke tempat rehabilitasi rujukan dengan
jadwal yang telah diberikan konselor. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria seseorang
dapat di rehabilitasi rawat jalan, diantaranya adalah ketika klien tersebut masih dalam
penayalahgunaaan tingkat ringan, dan skor ASSIST rendah.

b. Rehabilitasi rawat inap: Rehabilitasi rawat inap merupakan rehabilitasi yang mengharuskan
klien menginap selama paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan di balai
rehabilitasi atau intansi yang menjadi tempat rujukan rehabilitasi sesuai yang tertulis daalam
Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pada Lembaga rehabilitasi di lingkungan badan narkotika
nasional pada pasal 12 ayat (1).

6) Penerimaan

Setelah ditentukan perawatan yang akan diterima Klien lalu proses selanjutnya adalah proses
penerimaan. Proses penerimaan diawali dengan mengumpulkan beberapa berkas yang diperlukan.
Setelah melengkapi berkat-berkas tersebut maka selanjutnya konselor akan memberikan informasi
terkait persetujuan tata tertib yang akan dijalani selama rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional
Kota Surabaya serta menjelaskan orientasi layanan apa saja yang akan ada sewaktu pelaksanaan
rehabilitasi rawat jalan berlangsung. Dalam proses penerimaan ini selanjutnya akan ada proses
pemantauan, pendampingan serta bimbingan lanjut. Dalam tahap ini nantinya akan dilakukan
konseling yang dilakukan dengan beberapa instrumen yang dilaksanakan selama 8-12 Kali
pertemuan dengan jadwal seminggu 1-2 kalo pertemuan dengan konselor.

7) Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut juga sering disebut sebagai layanan pascarehabilitasi. Seseorang yang
menjalani proses rehabilitasi baik rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap wajib mengikuti
kegiatan bimbingan lanjut/pascarehabilitasi ini. Bimbingan lanjut/ pascarehabilitasi bisa dilakukan
dengan pelatihan soft skill dan evaluasi dan monitoring perkembangan klien selama berada di luar.
Layanan Pasca rehabilitasi biasanya dilakukan dengan pelatihan-pelatihan minat dan bakat yang
dilaksanakam selama kurang lebih 2 bulan.

8) Pulih, produktif dan berfungsi sosial

Tujuan akhir dari pelaksanaan rehabilitasi dari penyalahgunaan narkotika adalah pulih,
produktif serta berfungsi sosial. Karena sejatinya seorang pecandu narkotika tidak dapat sembuh dari
keinginan untuk mengonsumsi narkotika karena sewaktu-waktu tubuh aka ada keinginan untuk
mengkonsumsi narkotika lagi. Namun dengan adanya upaya rehabilitasi dan pasca rehabilitasi
seseorang diharapkan dapat kembali di masyarakat dan melanjutkan hidup secara positif dan lebih
baik.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional
Kota Surabaya sendiri, dilakukan dengan beberapa instrumen. Beberapa instrument tersebut
diantaranya adalah:

a. Intrumen penggaris kesiapan: Penggaris kesiapan merupakan istilah yang digunakan untuk
konseling awal yang tujuannya mengetahui kesiapan seorang klien untuk membuat suatu
perubahan terhadap dirinya sendiri. Jadi disini konselor mengtahui apakah klien menjalani
rehabilitasi rawat jalan dengan terpaksa atau tidak.

b. Intrumen URICA: University of rhode Island Change Assesment Scale atau yang biasa disebut
URICA merupakan salah satu skrining yang harus dilakukan dalam perawatan rehabilitasi
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rawat jalan. Skrining merupakan bentuk deteksi dini yang dilakukan untuk mengidentifikasi
suatu penyakit tertentu dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu.

c. Intrumen WHOQOL: World Health Organization Quality of Life Bref atau yang biasa
disingkat WHOQOL merupakan intument yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup
klien. Pengukuran kulitas hidup yang ada dalam intrumen WHOQOL ini bersifat subyektif.
Penilainnya dilihat dari dari segi budaya, sosial serta lingkungan.

d. Intrumen CBT: Cognitive Behavioral Therapy atau yang biasa disebut dengan CBT merupakan
salah satu bentuk psikoterapi yang saling menghubungkan antar pikiran, perasaan dan perilaku
klien. Terapi ini biasanya dilakukan dengan wawancara dengan klien terkait perilaku, sosial
serta penilaian kognitif pada klien. Dengan adanya intrumen ini diharapkan klien bisa
mengatasi masalah dengan mengubah pola pikirnya dari yang kurang tepat akibat penggunaan
narkotika menjadi seperti sebelum mengkonsumsin narkotika. Selain itu intrumen ini biasanya
digunakan untuk mengatasi klien yang bermasalah dengan respon emosionalnya.

e. Intrument MI: Motivational Interviewing/wawancara motivasi adalah sebuah teknik
wawancara yang memposisikan diri sebagai seseorang yang mempunyai empati yang tinggi
kepada Klien. Selain itu pada intrument ini akan berusaha membangun rasa percaya klien
kepada konselor agar klien bisa dengan leluasa bercerita kepada konselor tanpa merasa
canggung.

f. Instrument Family Group Therapy: Konseling bersama keluarga biasanya dilakukan pada
pertemuan ke 7-8. Intrumen ini biasanya juga bisa disebut sebagai pendekatan keluarga.
Tujuan adanya instrumen ini adalah untuk memberikan edukasi, rekonsiliasi serta reintegrasi
diantara anggota keluarga agar dapat membantu proses pemulihan atau rehabilitasi yang
sedang dijalani oleh klien.

g. Instrumen Group Therapy: Group Therapy merupakan pengumpulan Klien berdasarkan
kondisi serupa. Kondisi serupa yang dimaksudkan disini bisa ditinjau dari persamaan usia
ataupun persamaan penggunaan jenis zat obat. Instrumen Group Therapy diadakan dengan
harapan seseorang bisa mendapatkan motivasi hidup antar sesama pengguna.

B. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna
narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya)
1) Kendala
a. Subtansi Hukum
Adanya perbedaan antara pedoman jaksa nomor 18 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa salah
satu syarat seseorang yang berhak direhabilitasi adalah klien belum pernah direhabilitasi sebelumnya
atau telah menjaalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 pasal 28 ayat (3) juga menyebutkan hal serupa. Namun pada pinsip rehabilitasi sendiri
tidak adanya hukuman pidana bagi seseorang yang menjadi residivis penyalahguna narkotika
meskipun lebih dari 2 (dua) kali. Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan dimana ketika
seseorang yang tidak jera maupun tidak dapat pulih walaupun sudah beberapa kali direhabilitasi.
b. Struktur Hukum
Kurangnya Sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Di BNN Kota
Surabaya belum tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan Rehabilitasi rawat inap. Hal ini merupakan
salah satu hambatan program pelaksaan rehabilitasi di BNN Kota Surabaya. Dikarenakan tidak
adanya fasilitas yang memadai maka pihak BNN Kota Surabaya tidak bisa secara langsung
memantau perkembangan klien.
c. Budaya Hukum
Hambatan yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat khususnya
Masyarakat. Selain itu kesadaran yang dimiliki oleh penyalahguna narkotika juga masih rendah.
Mereka tidak berfikir perihal efek samping yang terjadi akibat penggunaan narkotika
d. Kedisiplianan Klien dalam Menjalani Perawatan
Faktor yang selanjutnya adalah kedisiplinan klien dala menjalankan perawatan. Dalam
menjalani rehabilitasi rawat jalan klien diwajibkan untuk melaksanakan konseling selama 8x di BNN
Kota Surabaya yang dilakukan selama seminggu sekali. Kebanyakan dari pasien rehabilitasi rawat
inap dating tidak sesuai dengan jam dan hari yang sudah disepakati. Hal ini terjadi karena banyak
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faktor, beberapa faktor diantaranya adalah pekerjaan.
e. Kurangnya dukungan dari keluarga maupun orang terdekat
Para pecandu narkotika kebanyakan adalah orang yang mempunyai masalah dengan hidupnya,
baik dari segi ekonomi, keluarga, sosial dll. peran keluarga dan orang terdekat sangatlah besar dalam
faktor ini. Dengan adanya dukungan yang besar dari keluarga dan orang terdekat bisa meenjadikan
motivasi agar dapat menimbulkan kesadaran dari dalam diri untuk berproses ke yang lebih baik.
f. Respon tubuh klien
Faktor penghambat yang selanjutnya adalah respon tubuh klien ketika tidak menggunakan
narkotika. Efek penggunaan narkotika pada seseorang biasanya berbeda-beda. Begitupula jika
seseorang tersebut berhenti mengoonsumsi narkotika. Ada beberapa orang yang jika tidak
mengkomsumsi narkotika tidak ada respon berbeda atau biasa-biasa saja. Ada juga yang berhenti
mengonsumsi narkotika badan menjadi lebih bugar dan dan bersemagat atau bahkan sebaliknya. Jika
respon tubuh klien mengalami hal yang sebaliknya misalnya menajdi tidak bersemangat, badan
menjadi nyeri dan meriang ini menjadi faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi. Klien yang
mengalami hal demikian bisa saja tidak bisa menahan diri untuk mengkonsumsi narkotika lagi
dikarenakan tubuh klien memang butuh narkotika.
2) Upaya
a. Subtansi Hukum
Adanya perbedaan antara prinsip rehabilitasi dengan beberapa pengaturan yang ada perlu
diselaraskan lagi antara pihak-pihak terkait agar terciptanya rehabilitasi yang lebih optimal lagi
kedepannya. Diharapkan juga dapat sebagai acuan untuk mengurangi tingkat residivis rehabiliatsi
penyalahgunaan narkotika.
b. Struktur Hukum
Meskipun pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Surabaya masih belum terdapat tempat
rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan, BNN Kota Surabaya tetap dapat memantau
kondisi klien rujukan rawat inap dari BNN Kota Surabaya ke Lembaga rehabilitasi terkait secara
berkala. Jadi tetap bisa memantau perkembangan klien. Selain itu BNN Kota Surabaya juga sering
mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait untuk membahas peningkatan kualitas
rehabilitasi.
c. Budaya Hukum
Hal ini memang masih menjadi Pr para penggiat narkoba agar wawasan terkait
penyalahgunaan narkotika dan pentingnya rehabilitasi ini bisa tersebar dengan luas. Hal ini memang
perlu konsintensi dari para penggiat narkotika untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai
penyalahagunaan narkotika dan pentingnya rehabilitasi. Edukasi tersebut bisa dilakukan dengan
sosialisasi yang diadakan di sekolah, tempat kerja maupun masyarakat sekitar yang dapat dilakukan
dengan tatap muka maupun sosialisasi dengan menyebarkan banner atau poster.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sudah
dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) serta pengaturan hukum yang
mengatur. Namun meskipun demikian masih terdapat beberapa klien rehabilitasi yang
dinyatakan tidak selesai melakukan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan karena faktor kurangnya
kesadaran individu terkait pentingnya rehabilitasi. Selain itu faktor penyebab lainnya adalah
klien yang tidak melanjutkan proses perawatan hingga pelaksanaan perawatan pascarehabilitasi,
sehingga mereka tidak bisa dikatakan pulih dan telah selesai melaksanakan rehabilitasi

2. Selain faktor individu, ada beberapa hambatan lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan
yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, diantaranya adalah ketidaksesuaian
beberaoa pengaturan hukum yang mengatur tentang rehabiliatsi dengan prinsip rehabilitasi,
masih belum adanya tempat rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan yang berada dalam 1 atap
serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan rehabilitasi bagi
penyalahguna narkotika
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